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ABSTRACT 

This research was aimed to examine and find out the performance difference between district 

own source revenue and the financial capability.of regencies/ cities in Central Java. Based on 

some literatures, District Own Source Revenue is one of indicators that can be used as a 

measure to determine the capabilitv of regencies/ cities in facing regional autonomy. This 

research used secondary data from the years 2008-2012 which were gotten from BPS and 

Directorate General of' Fiscal Balance. This research used descriptive and quantitative 

method using index financial capability and using t test independent test. The test results show 

that there is a difference between the average performance of PAD regencies and the average 

performance of PAD cities in Central Java. PAD growth, PAD contribution to the budget and 

PAD growth elasticity to GDP cities is relatively higher than the regencies. PAD growth of the 

cities is higher than PAD growth of the regencies in Central Java. PAD contribution to APBD 

city is bigger than PAD contribution to APBD regencies in Central Java. PAD growth elasticity 

to GDP growth of the city is more elastic than the elasticity of revenue to GDP growth in 

Central Java. The average cities have an average fiscal capacity index which is higher than 

the regencies in Central Java. The average fiscal capacity index of cities is higher than the 

regencies in Central Java. The Regency Government has a wider area than the city, so it needs 

to manage the local asset well and maximallv to push revenue growth in the regencies. Local 

asset management should he based on regional characteristics. The improvement 

infrastructure is needed to support the local asset management. 

Keywords: Regencies/Cities in Central Java, District Own Source Revenue. Map of District 

Financial Capability 

1. Pendahuluan  

Kcbijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diberlakukan mulai 

tahun 2001 sarnpai sekarang diharapkan dapat menjadikan pernerintahan semakin lebih 

baik. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini, pembangunan nasional mulai 

mengedepankan pernbangunan yang berorientasikan pada wilayah dengan daerah 

sebagai pusat pertumbuhannya. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah merupakan 

suatu upaya strategis pcnyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan tersebut, 

maka daerah diberikan kewenangan untuk rnengatur daerahnya sendiri serta pendanaan 

bagi pelaksanaan kcwenangan tersebut.  
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Pemerintah daerah dapat menggali potensi dana yang ada di daerahnya sendiri 

berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. 

Pengelolaan PAD rnerupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan 

penerimaan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah menjadi tumpuan dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada era otonomi daerah. 

Salah satu indikator untuk mernbiayai hal tersebut bersumber dari PAD. Semakin tinggi 

PAD, dapat diharapkan bahwa kernampuan keuangan daerah itu meningkat, dan 

sebaliknya jika PAD rendah, rnaka kemampuan keuangan daerah juga tidak mengalami 

peningkatan (Sumardi & Prasetyani, 2011). 

 

Grafik 1. Perkembangan PAD Kabupaten/Kota di Kota Jawa Tengah 2004-2008 

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali), dalam Jurnal (Tamtomo, 

2010 

Pada tahun 2004 - 2008 Kota Semarang merupakan kota yang mempnnyai PAD 

paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Kota lain 

seperti Kota Surakarta dan Kota Tegal juga rnempunyai PAD yang cukup tinggi. Rata-

rata perolehan PAD di kota relatif lebih tinggi daripada rata-rata perolehan PAD di 

kabupaten. Kabupaten dan kota merupakan daerah yang mempunyai tingkat 

pcmerintahan yang sarna, akan tetapi mempunyai beberapa perbedaan dalam beberapa 

aspek, seperti dari aspek luas wilayah, aspek kependudukan, aspek mata pencaharian 

penduduk, aspek struktur pemerintahan, dan aspek perekonornian. Luas wilayah 

pemerintahan Kabupaten relatif lebih luas daripada pernerintahan Kota, sehingga dalam 

menjangkau pernerataan pernbangunan di seluruh wilayah Kabupaten diperlukan 

anggaran yang besar. Tingkat kepadatan penduduk di kabupaten lebih rendah daripada 

kota. Kepadatan penduduk juga rnenjadi suatu masalah bagi pernerintah jika tidak 

diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah kabupatcn 

relatif lebih sulit dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan fasilitas bagi masyarakat.  

Rata-rata jurnlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten lebih 

rendah daripada jumlah PDRB Kota. Dari aspek perekonornian, rata-rata PDRB di 

kabupaten lebih rendah daripada PDRB kota (Halim, Abdul, 2002, dalam (Abdullah, 

2011)). Hal ini berimplikasi pada proporsi PAD yang dapat dipungut oleh pemerintah 

daerah. Aktivitas ekonomi dan pendapatan di kota juga lebih besar daripada kabupaten 

(Prud’hornme, 1995, dalarn (Abdullah, 2011)). Perlu adanya penelitian dan kajian 

secara mendalam mengenai kemampuan daerah terutama yang ditinjau dari aspek 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diidentifikasi dengan metode kuadran dan 

klasifikasi daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rurnusan masalah dalam studi ini 

adalah, (1) Apakah ada perbedaan antara rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten dengan 

pertumbuhan PAD kota di Jawa Tengah? (2) Apakah ada perbedaan antara rata-rata 

kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap 

APBD kota di Jawa Tengah? (3) Apakah ada perbedaan antara elastisitas PAD terhadap 

PDRB kabupaten dengan elastisitas PAD terhadap PDRB kota di Jawa Tengah?, dan 

(4) Bagairnana perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah?. 

2. Kajian Literatur 

(Adi, 2012) telah membahas tentang Kernarnpuan Keuangan Daerah Dalam Era 

Otonorni dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan data penelitian di 

provinsi Se-Jawa Bali pada tahun 1998 - 2004. Terjadi perbedaan yang signifikan antara 

IKK (Indeks Kemarnpuan Keuangan) sebelum era otonomi daerah dan setelah era 

otonomi daerah. lKK (Indeks Kernarnpuan Keuangan) setelah otonomi ternyata lebih 

baik dari dibandingkan sebelum otonomi daerah. Secara umum daerah rnengalarni 

peningkatan perturnbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, sayangnya pertumbuhan ini 

tidak diikuti dengan peran peningkatan peran (share) terhadap belanja. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 

(Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007)juga rnelakukan penelitian yang berjudul 

Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. Dilihat dari 

sisi perturnbuhan penerimaan dan pengeluaran anggaran, Kabupaten Mandaling Natal, 

Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat secara rata - rata mengalami 

pertumbuban pengeluaran yang lebih besar dari pertumbuhan penerimaan. Kabupaten 

Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai. dan Kota Padang Sidimpuan rnengalami 

pertumbuhan penerimaan yang lebih besar dari pengeluarannya. Kabupaten/Kota 

pemekaran di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan (growth) yang positif, tetapi 

untuk peranan PAD (share) relatif rnasih kecil peranannya dalam struktur APBD. 

Kesimpulan terakhir dalam jurnal ini adalah dari Peta kemampuan keuangan (metode 

kuadran), mengindikasikan ketidaksiapan masing - masing kabupaten/kota pemekaran 

di Sumatera Utara dan rnasih kurangnya kemandirian dalam berotonomi. 

Sumarsono, Hadi (2009) dengan penelitian yang berjudul Analisis Kemandirian 

Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang ( 1999 - 2004) menunjukkan bahwa untuk daerah 

kota Malang merniliki efisiensi publik cukup tinggi, dimana antara produktivitas 

masyarakat relatif besar dibandingkan dengan pembelanjaan publik. Kinerja 

pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Malang menunjukkan 

elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar 5,5 -2,2 persen. Berdasarkan hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pernda Kota Malang tergolong inelastis, 

artinya kenaikan PDRB kurang berpengaruh terhadap kenaikan PAD. Berdasarkan 

analisis, tren elastisitas PAD adalah negatif sedangkan tren perturnbuhan PAD adalah 

positif. 

I Dew a Gede Bisma dan Hery Susanto dengan penelitian yang berjudul 

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintuh Provinsi Nusa Tenggura Barat Tahun 

Anggaran 2003 - 2007 juga membahas tentang kinerja keuangan daerah. Berdasarkan 

analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 

2003- 2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi 
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daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain 

ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat 

sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. Efektifitas pengelolaan APBD 

sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak elisien. 

Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara urnum sumbangan PAD (share) terhadap 

total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 rnasih rendah, namun 

pertumbuhan (growth) PAD tinggi. Berdasarkan pengukuran Indeks Kernampuan 

Keuangan (IKK). Provinsi NTB berada pada skala indeks 0,54. Menurut kriteria tingkat 

kemampuan keuangan daerah angka indeks tersebut termasuk dalam kriteria 

kernampuan keuangan Tinggi. 

3. Metode Penelitian  

Penelitian ini mengkaji tentang kemarnpuan keuangan daerah dengan menggunakan 

perhitungan kinerja PAD. Lokasi yang diambil sebagai penelitian adalah Provinsi Jawa 

Tengah dengan jumlah kabupaten sebanyak 29 kabupaten dan jumlah kota sebanyak 6 

kota. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan adalah data PAD, APBD, dan PDRB kabupaten kota di Jawa 

Tengah pada tahun 2008 - 2012. Data sekunder dalarn penelitian ini diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan Republik lndonesia. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan kuantitatif. Berikut adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

: 

a. Perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran Share, Growth, dan 

Elastisitas 

Share PAD   : 
𝑃𝐴𝐷

𝐴𝑃𝐵𝐷
 𝑋 100%  

Growth PAD  : 
𝑃𝐴𝐷𝑡−𝑃𝐴𝐷𝑡−1

𝑃𝐴𝐷𝑡−1
 𝑋 100% 

Elasitisitas   : 
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝐴𝑃𝐵𝐷𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐷𝑅𝐵
 𝑋 100% 

Pertumbuhan PDRB : 
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 𝑋 100% 

Keterangan  : 

PADt   : PAD tahun t 
PADt-1  : PAD tahun t-1 

PDRBt   : PDRB tahun t 
PDRBt-1 : PDRB tahun t-1 

b. Uji Beda Dua Rata – rata 

1) Uji homogenitas  

Uji Homogenitas Variansi dilakukan untuk mengetahui apakah data 

dalam variable X dan Y bersifat homogen atau tidak. Pengujian ini dapat 

dilakukan dengan software olah data seperti SPSS atau pun dengan rumus 

manual yaitu dengan uji F.  

F = 
𝑆1

2

𝑆2
2 

Penghitungan rnenggunakan Uji F (Rahardjo, 2012): 

Hipotesis :  

F hitung ≥ F tabel maka Ho ditolak (varian beda)  

F hitung < F tabel maka Ho gagal ditolak (varian sama)  

Dimana :  

S1  : Standar deviasi variabel yang mempunyai varian lebih besar  
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S2  : Standar deviasi variabel yang mempunyai varian lebih kecil 

 

2) Uji T-test Independent  

Menurut (Rahardjo, 2012) Uji T-tcst independen atau uji beda dua mean 

independen adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perbedaan rata - 

rata antara dua kelornpok bebas / tidak berpasangan.  

Hipotesa dalam Uji t independen adalah :  

Ho diterima jika T hitung < T Tabel yang berarti X1 = X2  

Ho ditolak jika T hitung > T tabel yang berarti X1 ≠ X2  

Penghitungan untuk varian yang sama digunakan rurnus (Rahardjo, 2012): 

t = 
𝑋1− 𝑋2

√(
1

𝑛1
+

1

𝑛2

𝑆𝑝  

Sp = √
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

Df = n1 + n2 - 2 

Penghitungan untuk varian yang berbeda : 

Keterangan  

X1 atau X2 :  rata-rata sampel kelompok l atau 2  

n1 atau n2 :  jumlah sarnpel kelompok 1 atau 2  

S1 atau S2 :  standard deviasi sampel kelornpok I atau 2  

Df   : degree of freedom (derajat kebebasan)  

Sp  :varian populasi 

 

𝑡 =  
𝑋1 − 𝑋2

𝑆1
2

𝑛1
+ 

𝑆2
2

𝑛2

 

𝐷𝑓 = 
[
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

[
 
 
 (

𝑆1
2

𝑛1
)
2

(𝑛1 − 1)

]
 
 
 

+

[
 
 
 (

𝑆2
2

𝑛2
)
2

𝑛2 − 1

]
 
 
 

 

 

3) Metode Kuadran  

Metode kuadran adalah metode yang digunakan untuk mengetahui dan 

mengelornpokkan suatu daerah /wilayah kedalarn kriteria kondisi keuangan 

daerahnya. Metode ini menggunakan pertumbuhan PAD (Growth) dan 

kontribusi PAD terhadap APBD (Share) sebagai indikator kemarnpuan 

keuangan daerah dengan rata - rata provinsi sebagai titik tengah acuannya. 

Sumber : Deddy (2004) dalam Sumardi dan Dwi Prasetyani (2011) 

Keterangan :  
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Kuadran I    = Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan 

daerah mempunyai kemampuan mengernbangkan potensi lokal. Kondisi 

ini ditunjukkan dengan besarnya nilai share dan growth yang tinggi.  

Kuadran II   =  Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan 

mengembangkan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki 

peluang besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih 

rendah, namun pertumbuhan PAD tinggi.  

Kuadran III = Kondisi yang ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD 

mempunyai peluang yang mengecil, hal ini karena pertumbuhan PAD-

nya kecil. Disini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun 

perturnbuhan PAD rendah.  

Kuadran IV  =  Kondisi ini paling buruk. PAD belum mcngambil peran yang 

besar dalam APBD dan daerah belum rnempunyai kemarnpuan 

mcngernbangkan potensi lokal. Sumbangan PAD dan pertumbuhan 

PAD juga rendah. 

 

4) Analisis Trend  

Analisis trend merupakan model trend umum untuk data time series dan 

untuk meramalkan.  

Persamaan yang digunakan dalam model trend adalah : 

 

    Y = a + bX 

Besarnya a dan b dapat dicari dengan rumus berikut :  

𝐴 = 
∑𝑌

𝑛
 𝑑𝑎𝑛 𝑏 =  

∑𝑋𝑌

∑𝑋
 

Keterangan :   

Y : Variabel trend  

X: Variabel waktu (tahun)  

a : Besarnya Y saat X = 0  

b : Besarnya Y jika X mengalarni pcrubahan I satuan. 

5) Metode lndeks Kemampuan Keuangan  

Indeks Kemarnpuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari tiga 

indeks, yaitu lndeks pertumbuhan (growth), indeks elastisitas (elasticity), dan 

indeks kontribusi (share).  

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑋ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑋𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑋 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑋𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚
 

Hasil indeks yang telah dihitung dan di rata – rata, kernudian digunakan 

untuk mencari indeks kemampuan keuangan (IKK). Rumus penghitungan IKK 

(Sumardi dan Dwi Prasetyani, 2011, 85) :  

𝐼𝐾𝐾 =  
𝑋𝐺𝑋𝐸𝑋𝑆

3
 

Keterangan  

IKK : Indeks Kemampuan Keuangan Daerah  

XG : Indeks Pertumbuhan PAD (Growth)  
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XE : Indeks Elastisitas Pertumbuhan PAD terhadap PDRB (elasticity)  

XS :  Indeks kontribusi PAD terhadap APBD (Share)  

 

4. Analisis Data Dan Pembahasan  

a. Uji Homogenitas  

1) Rata - rata Pertumbuhan PAD  

Variansi rata - rata pertumbuhan PAD dengan menggunakan uji 

homogenitas adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1 Uji Homogenitas Rata – rata Pertumbuhan  

PAD Kabupaten / Kota di Jawa TENGAH  

Tahun 2008-2012  

  Sumber : Hasil Analisis. 

Levene Statistic menunjukkan F hitung 0,407 dengan signifikansi 0,528. F 

hitung 0,407 < F tabel 4,139, ini menunjukkan bahwa kedua variansi data 

bersifat homogen atau sarna. 

2) Rata - rata Kontribusi PAD terhadap APBD  

Variansi rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD dengan 

menggunakan uji homogenitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 Uji Homogenitas Rata – rata Kontribusi PAD  

terhadap APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  

Tahun 2008-2012 

  Sumber : Hasil Analisis. 

 

Levene Statistic menunjukkan F hitung 26,835 dengan signifikansi 0.000. F 

hitung 26,835 > F tabel 4,139, ini rnenunjukkan bahwa kedua , variansi data 

bersifat heterogen atau berbeda. 

3) Rata - rata Elastisitas PAD terhadap PDRB  

Variansi rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB dengan 

menggunakan uji homogenitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 Uji Homogenitas Rata - rata Elastisitas PAD  

terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  

Tahun 2008-2012  
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  Sumber : Hasil Analisis. 

Levene Statistic rnenunjukkan F hitung O,424 dengan signifikansi 0,519. F 

hitung 0,424 < F tabel 4,139, ini menunjukkan bahwa kedua variansi data 

bersifat homogen atau sama. 

4) Rata - rata Indeks Kemampuan Keuangan Daerah  

Variansi rata - rata indeks kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan 

uji homogenitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 Uji Homogenitas Rata – rata Indeks  

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di  

Jawa Tengah Tahun 2012 

           Sumber : Hasil Analisis 

Levene Statistic menunjukkan F hitung 0,014 cengan signifikansi 0,906. F 

hitung 0,014 < F tabel 4,139, ini menunjukkan bahwa kedua variansi data 

bersifat homogen atau sama. 

b. Uji T Independen Test 
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Pertumbuhan PAD Berikut adalah tabel rata - rata perturnbuhan PAD 

kabupaten/kota di Jawa Tengah :  

Tabet 5 Rata - rata Pertumbuhan PAD 

 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 

Sumber: BPS dan DJPK RI, data diolah.  

Rata - rata pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 

2008 - 2012 tertinggi adalah Kabupaten Sukoharjo. Rata - rata pertumbuhan 

PAD di Kabupaten Sukoharjo mencnpai 28,30 persen. Hal ini rnenunjukkan 

bahwa Kabupaten Sukoharjo dapat menggali potensi PAD dari tahun ke tahun 

lebih baik dari kabupaten/kota di Jawa Tengah lainnya sehingga Kabupaten 

Sukoharjo mernpunyai rata - rata pertumbuhun PAD yung lebih tinggi dan 

kabupaten/kota lainnya. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata 

perturnbuhan PAD kota relatif mernpunyai angka yang lebih besar daripada 

rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten. 
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Tabel 6 Uji T Independen Test Rata - rata Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah  

Tahun 2008 - 2012 

 Sumber : Hasil Analisis  

 

Gambar 1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 

  Sumber : Hasil Analisis. 

Hasil dari uji F menunjukkan bahwa kedua variansi data homogen atau sama, 

maka hasil yang diambil adalah hasil pada equal variances assumed. Hasil t 

hitung -2.623 dan berada pada daerah penolakan ho dengan tingkat probabilitas 

0,013 < 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara rata - rata 

pertumbuhan PAD kabupaten di Jawa Tengah dengan rata - rata pertumbuhan 

PAD kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata pertumbuhan PAD 

kabupaten dan rata - rata pertumbuhan PAD kota adalah 5 persen. 

5) Kontribusi PAD terhadap APBD  

Berikut adalah tabel kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten/kota di Jawa 

Tengah :  

Tabel 7 Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupatcn/Kota di Jawa Tengah 1 

ahun 2008 · 2012 
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Rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD tertinggi adalah Kota Semarang 

dengan rata - rata nilai kontribusi PAD sebesar 24,26 persen dan rata - rata 

kontribusi PAD terhadap APBD terendah adalah Kabupaten Klaten dengan rata 

- rata nilai kontribusi PAD sebesar 5,23. Kota relatif Iebih unggul dalam 

kontribusi PAD daripada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi PAD 

kota di Jawa Tengah rata - rata mencapai angka diatas 10 persen, sedangkan 

kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten di Jawa Tengah rata - rata masih 

dibawah 10 persen. 

Tabel 8 Uji T lndependen Test Rata - rata Kontribusi PAD terhadap APBD 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 -2012 
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Hasil dari uji F menunjukkan bahwa varian kedua data heterogen atau berbeda. 

rnaka hasil yang diambil adalah hasil pada equal variances not assumed. Hasil 

t hitung -3.800 dan berada pada daerah penolakan ho dengan tingkat probabilitas 

0,012 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara rata - rata 

kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten di Jawa Tengah dengan rata - rata 

kontribusi PAD terhadap APBD kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - 

rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten di Jawa Tengah dan rata - rata 

kontribusi PAD terhadap APBD kota di Jawa Tengah adalah 8,l4 persen. 

Elastisitas PAD terhadap PDRB  
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Berikut adalah tabel elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan APBD 

kabupaten/kota di Jawa Tengah:  

Tabel 9 Elastisitas Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan PDRB 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 

 

 

 

Secara umum pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota 

di Jawa Tengah memiliki elastisitas yang bersifar elastis. Beberapa daerah 

seperti Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Grobogan, 

Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes mempuayai elastisitas yang 

bersifat inelastis. Artinya perubahan pertumbuhan PAD tidak terlalu 

mempengaruhi perubahan pertumbuhan PDRB. Hal ini dikarenakan suatu 
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daerah mernpunyai pertumbuhan PAD yang rendah, akan tetapi mempunyai 

pertumbuhan PDRB yang tinggi. 

Tabel 10 Uji T Independen Test Rata - Rata Elastisitas PAD terhadap PDRB 

Kabupatcn/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 

 

 

 

 



Dinamika: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 7 No 1, 2015 

 

33 
 

Hasil dari Uji F menunjukkan bahwa kedua variansi data homogen atau sama, 

maka hasil yang diambil adalah hasil pada equal variances assumed. Hasil t 

hitung -2,558 dan berada pada daerah penolakan h0 dengan tingkat probabilitas 

0,015 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara rata-rata 

elastisitas PAD terhadap PDRB kabupaten di Jawa Tcngah dengan rata - rata 

elastisitas PAD terhadap PDRB kota di Jawa Tengah, Perbedaan antara rata - 

rata elastisitas PAD tcrhadap PDRB kabupaten dan rata - rata elastisitas PAD 

terhadap PDRB kota adalah 0.5 (satuan dalam indeks). 

 

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah  

Berikut adalah tabel Uji T Independen Test Rata - rata lKK kabupaten/kota di 

Jawa Tengah : Tabel 11 Uji T lndependen Test Rata-rata IKK Kabupaten/Kota 

di Jawa Tengah Tahun 2012 

 

Sumber: Hasil Analisis 
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Hasil dari uji F menunjukkan bahwa kedua variansi data homogen atau sama, 

rnaka hasil yang diambil adalah hasil pada equal variances assumed. Hasil t 

hitung -3,909 dan berada pada daerah penolakan ho dengan tingkar probabilitas 

0.000 < 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara rata - rata 

indeks kemampuan keuangan kabupaten di Jawa Tengah dengan rata - rata 

indeks kemampuan keuangan kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata 

indeks kemampuan keuangan kabupaten dan rata - rata indeks kemampuan 

keuangan kota di Jawa Tengah adalah 0.25 (satuan dalam indeks),  

c. Trend Linier  

Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  

Rata - rata pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dan 

penurunan di setiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa faktor. PAD di 

Kabupaten/Kota beberapa tahun ke depan diharapkan mengalarni kenaikan agar 

suatu daerah tetap dapat rnengembangkan perekonomian di daerahnya, Trend 

PAD beberapa tahun ke depan untuk Rata - Rata PAD Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah adalah sebagai bcrikut :  

Gambar 5 Trend Ram - rata PAD Kabupatcn-Kota di Jawa Tcngah 2008 – 2015 

 

Tabel 12 Trend Rata - rata Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

2009 - 2015 
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Garis Linier trend rata - rata PAD kabupaten adalah y = 0.053x + 0.007 dengan 

tingkat R2 = 94.5%. Karena trend positif maka gans trend linier membentuk 

garis miring ke arah kanan atas yang mencerminkan selama tiga tahun ke depan 

diperkirakan rata - rata PAD kabupaten akan naik. Gans linier trend rata - rata 

PAD kota adalah y = 0,046x + 0,075 dengan tingkat R2 = 88,5%. Karena trend 

positif maka garis linier membentuk garis miring ke arah kanan atas yang 

mencerminkan selama tiga tahun ke depan diperkirakan rata - rata PAO kota 

akan naik. 

Peta Kemampuan Keuangan Daerah  

l) Metode Kuadran  

Metode Kuadran disusun untuk membagi suatu daerah menjadi empat kuadran 

dengan menggunakan indikator Pertumbuhan (Growth, PAD dan Kontrtbusi 

(Share) PAD terhadap PDR. Daerah yang digunakan acuan adaluh rata - rata 

PAD dan rata - rata kontribusi PAD terhadap PDRB provinsi.  

Tabel 13 Kernarnpuan Keuangan Daerah Tahun 2012 Berdasarkan Kuadran  

 

Daerah yang berada di Kuudran I adalah Kabuputen Sukoharjo. Kota Magelang. 

Kota Semarang. Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota 

Pekalongan. dan Kota Tegal merupakan daerah dengan status kemampuan 

keuangan yang ideal karena kabupaten-kota ini mempunyai PAD yang 
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mengambil peran besar dalam APBD dan daerah ini mempunyai kemampuan 

mengembangkan potensi lokal. Daerah yang berada di Kuadran II adalah 

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen. Kabupatcn Magelang, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten 

Rcmbang. Kabupaten Demak. Kabupaten Batang, Kabupatcn Pekalongan. 

Kabupaten Tegal, Kabupatcn Brebes. Kabupaten/kota yang berada di kuadran 

II ini merupakan kabupaten/kota yang kurang ideal. karena kabupaten/kota ini 

rnemiliki pertumbuhan PAD yang tinggi akan tetapi kontribusi PAD terhadap 

APBD rnasih rendah.  

Daerah yang berada di Kuadran III adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten 

Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga, Kabupaten/kota yang bcrada di 

kuadran III merupakan kabupaten/Kkta yang mempunyai pertumbuhan PAD 

yang rendah, akan tetapi kontribusi PAD terhadap APBD nya unggi. Daerah 

yang berada di Kuadran IV adalah Kabupatcn Cilacap, Kabupaten Purbalingga, 

Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaren. Kabupaten 

Karanganyar, Kabuparen Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupatcn Pali. 

Kabupaten Kudus. Kabupatcn Jepara. Kabupaten Ternanggung, Kabupatcn 

Kendal. Kabupaten Pemalang. Kabupaten/Kota yang berada di Kuadran IV 

merupakan kabupaten/kota yang mempunyai kondisi keuangan yang buruk, 

dikarenakan pertumbuhan PAD yang rendah dan kontribusi PAD terhadap 

APBD juga rendah.  

2) Metode lndeks Metode indeks disusun bcrdasarkan tiga indikator, yaitu 

indeks pertumbuhan PAD. indeks kontribusi PAD terbadap APBD dan indeks 

elastisitas PAD terhadap PDRB untuk mengukur kemampuan keuangan daerah 

dalam mengelola keuangan daerah. Ketiga indeks tersebut merupakan indikator 

dari penyusunan pcta kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode indeks. 

Indeks Kemampuan Keuangan (TKK) Daerah yang termasuk dalam status 

kemampuan keuangan yang tinggi adalah Kota Semarang. Kabupaten 

Sukoharjo, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. Keempat daerah mi mempunyai 

lndcks Kemampuan Keuangan Daerah yang lebih tinggi daripada daerah 

lainnya. 

 

Sedangkan lndeks Kemampuan Keuangan (lKK.) daerah terendah adalah 

Kabupaten Purbalingga dengan LKK 0,04 
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Tabel 14 Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

Tahun 2012 Berdasarkan lndeks Kemampuan Keuangan Daerah 

5. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diarnbil kesirnpulan antara lain :  

I. Ada perbedaan antara rata - rata pertumbuhan PAD kabupaten dengan rata - rata 

pertumbuhan PAD kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata pertumbuhan PAD 

kabupaten dan rata - rata pertumbuhan PAD kotu di Jawa Tcngah adalah 5 persen. Rata 

- rata pertumbuhan PAD kota lebih besar daripada rata - rata pertumbuhan PAD 

kabupaten di Jawa Tengah.  
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2. Ada perbedaan antara rata - rara kontribusi: PAD terhadap APBD kabupaten dengan 

rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata 

- rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten dengan rata - rata kontribusi PAD 

rerhadap APBD kota di Jawa Tengah udalah 8.14 persen. Rata - rota kontnbusi PAD 

terhadap APBD kota lebih besar daripada rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD 

kabupaten di Jawa Tengah.  

3. Ada perbedaan antara rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kabupaten dengan 

rata - rata elastisuas PAD terhadap PDRB kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata 

- rata elastisitas PAD terhadap PDRB kabupaten dengan rata - rara elastisitas PAD 

tcrhadap PDRB kota di Jawa Tengah adalah 0.5 dalam satuan indeks). Rata - rata 

clastisitas PAD terhadap PDRB kota lebih besar daripada rata - rata elastisitas PAD 

terhadap PDRB kahupaten dt Jawa Tengah.  

4. Ada perbedaan antara rata - rata indeks kemampuan keuangan kabupaten dengan rata 

- rata indeks kemampuan keuaagan kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata 

indeks kemampuan keuangan kabupaten dengan rata - rata indeks kemampuan 

keuangan kota di Jawa Tengah adalah 0,25 (dalarn satuan indeks). Rata - rata indeks 

kernampuan keuangan daerah kota lebih besar daripada rata - rata indeks kemampuan 

keuangan daerah kabupaten di Jawa Tcngah  

Saran  

Saran untuk hasil penelitian ini antara lain:  

I. Pertumbuhan PAD merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam 

mengelola aset daerah. Wilayah kabupaten yang lebih luas mernbuat daerah kabupaten 

perlu pengelolaan PAD yang lebih baik terutama dalarn hal penggalian PAD seperti 

peningkatan dan pcrluasan objek pajak,  

2. Beberapa kabupaten, kota di Jawa Tengah yang masih memiki kontribusi PAD 

terhadap APBD yang rendah diharapkan dapat mengelola dan meningkatkan PAD. 

Pengelolaan harus didasarkan pada karakteristik dan potensi dari masing - masing 

kabupaten kola 

Kabupaten kota di Jawa tengah secara umum mempunyai elastisitas PAD terhadap 

PDRB. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan PAD dan retap 

rnempertahankan kestabilan PDRB, sehingga peningkatan PAD juga diimbangi dengan 

peningkatan PDRB.  

4. Perlunya perhaikan sarana prasarana, terutama sarana prasarana yang mendukung 

dalam pengelolaan keuangan daerah unruk meningkatkan pertumbuhan ekonorni bagi 

kabupaten yang mempunyai kcmampuan keuangan daerah yang rendah. 
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